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KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR te2 I KEP/BSN/8/2o ls

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 28Al KEp IBSN I 2 120 ls TENTANG PENETAPAN TNDTKATOR

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang

Mengingat : 1.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

: a. bahwa sebagai tindaklanjut atas Reviu Indikator
Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional,

maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala

Badan Standardisasi Nasional Nomor

2SA|KEP IBSN l2 12015 tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Standardisasi Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2ll;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol4 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 216

Tambahan Lembaran Negara Nomor 558a);

b.

2.

3. Peraturan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Nomor a6lal;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2Ol3;

6. Keputusan Presiden Nomor 84lM Tahun 2Ol2
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi

3.

4.

7.

8.

9.

Nasional;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor Perl9lM.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor Per I 20 IM.PAN/ ll l2OO8
tentang Petunjuk Pen5rusunan Indikator Kinerja
Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu

atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

10. Keputusan



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
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10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/20O1 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 28A/KEP/BSN I 2 I 2Ot5 TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN

STANDARDISASI NASIONAL.

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN I 2 I 2OI5
tentang Penetapan Indikator Kine{a Utama Di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga

menjadi sebagaimana tercantum dalam La.mpiran

Keputusan ini.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

LAMPIRAN. ...
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I.

1.

2.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NoMoR it92lKEP/BSN/08 l2ors
TANGGAL : 5 Agustus 20 15

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASTONAL

Badan Standardisasi Nasional

T\rgas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. pengkajian dan pen)'usunan kebiiaksn nasional di bidang standardisaai nasional;
b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelalcanaan tugas BsN;
c. Flancsran dan pcmbinaan terhadap kegiatan instsnsi pcmerintah di bidang standardisasi nasional;
d, penyeleuggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan intemasional di bida.ng stqndardisa8i;
e. pcnyelerggaraan p€mbinaan dan pelayangn edministrasi umum dr bidang perencanaan umum, kctatausalEan, organisasi dan tata

laksana, kepcgeweian, keuangan, kearsipan, persandian, pcrlengkapan, dan rumah tangga.
Indikator Kinerja Utama I

Pusido, PALS,
PALLI dan PSPS

Keterangan:
P : Persentase SNI yang

dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan

X : Jumlah SNI yang
dimanfaatkan pada thn (n)

Y : total SNI yang berlaku pada

Persentase SNI yang dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan
Penjelasan :

Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh :

1. regulator sebagai SNI wajib
2. pelaku usaha sebagai SNI sukarela
untuk meningkatkan daya saing

Meningkatnya SNI yang
dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan

Sasaran Indlkator IGnerJa Utama Cam Perhltungan Sumber Data
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